
BUPATI SEMARANG 

PROVINS! JAWATENGAH 

PERATURAN BUPATI SEMARANG 

NOMOR vj!, TAHUN 2017 

TENTANG 

SALINAN 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 31 TAHUN 
2017 TENTANG KODE REKENING PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 

KABUPATENSEMARANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SEMARANG, 

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah 
Daerah dapat mengembangkan program dan kegiatan 
beserta kode rekeningnya sesuai dengan kebutuhan 
obyektif, nyata dan sesuai karakteristik daerah; 

b. bahwa dalam rangka mendukung penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang, 
dipandang perlu mengembangkan kode rekening 
perencanaan dan penganggaran; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b maka perlu meninjau kembali 
Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 201 7 ten tang 
Kode Rekening Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten 
Semarang, untuk disesuaikan dengan kebutuhan daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu diatur dengan 
Peraturan Bupati Semarang; 



Mengingat : 1. Undang-Undang 
Pembentukan 

Nomor 13 Tahun 1950 
Daerah-daerah Kabupaten 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

tentang 
Dalam 

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan 
Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah 
Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1652); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaran Negara Yang Bersih Dan Be bas dari 
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3079); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 



114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3500); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825); 



19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 13); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 
2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) sebagaimana telah 
beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 10 Tahun 2010 ten tang Pajak Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 12); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2015 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 6); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 
2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 201 7 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha 
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 1); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 
2012 ten tang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 
2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 10); 



24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 
201 7 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 
2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 6); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 31 TAHUN 2017 
TENTANG KODE REKENING PERENCANAAN DAN 
PENGANGGARAN KABUPATEN SEMARANG. 

Pasal 1 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 
2017 tentang Kode Rekening Perencanaan Dan Penganggaran Kabupaten 
Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 201 7 Nomor 31), 
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

a. Ketentuan dalam Lampiran IV pada Kode Rekening Pendapatan Daerah 
4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditambah, sehingga menjadi 
sebagai berikut : 

KODE URAIAN 

4 3 1 Pendapatan Hibah 

4 3 1 06 Hibah Dana BOS 

4 3 1 06 01 Hibah Dana BOS SD 

4 3 1 06 02 Hibah Dana BOS SMP 



b. Ketentuan dalam Larnpiran VIII pada Kode Rekening Belanja Daerah 

5.1. 1.01 Gaji dan Tunjangan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

KODE URAIAN 

5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 

5 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 

5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga 

5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan 

5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional 

5 1 1 01 05 Tunjangan Fungsional Umum 

5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 

5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus 

5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji 

5 1 1 01 09 Iuran BPJS Kesehatan 

5 1 1 01 10 Uang Paket 

5 1 1 01 11 Tunjangan Badan Musyawarah 

5 1 1 01 12 Tunjangan Komisi 

5 1 1 01 13 Tunjangan Badan Anggaran 

5 1 1 01 14 Tunjangan Badan Kehormatan 

5 1 1 01 15 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 

5 1 1 01 16 Tunjangan Perumahan 

5 1 1 01 17 BPJS Ketenagakerjaan 

5 1 1 01 18 Uang Jasa Pengabdian 

5 1 1 01 19 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 

5 1 1 01 20 Tunjangan Profesi/ Sertifikasi Guru P}'fSD 

5 1 1 01 21 Tunjangan Pengamanan Persandian 

5 1 1 01 22 Tunjangan Bahaya Radiasi 

5 1 1 01 23 Tunjangan Kesehatan DPRD 

5 1 1 01 24 Tambahan Penghasilan Guru PNSD 

5 1 1 01 25 Tunjangan Khusus Guru 

5 1 1 01 26 Tunjangan Reses 

5 1 1 01 27 Tunjangan Transportasi 



Pasal 2 

Peraturan Supati ini mulai berlaku sejak tanggal d iundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 

Supati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten 

Semarang. 

Diundangkan di Ungaran 
pada tanggal Jf, - 01 ~ 2.0IT 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SEMARANG, 

GUNAWAN WISISONO 

Ditetapkan di Ungaran 
pada tanggal 26 , o-:( 2017 

SUPATI SEMARANG, 

ttd. 

MUNDJIRIN 

SERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR ~!, 


